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PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Galung, 31 Desember 1995, agama

Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat

kediaman  di  Kecamatan  Pamboang,  Kabupaten

Majene, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat,tempat dan tanggal lahir Pl. Satanger, 05 Juli 1983, agama Islam,

pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman

di  Kecamatan  Pamboang,  Kabupaten  Majene,

namun  sampai  sekarang  tidak  diketahui

keberadaannya  diseluruh  wilayah  di  Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal  21 Juli 2021

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor

148/Pdt.G/2021/PA.Mj.  Tanggal  21  Juli  2021 mengajukan  hal-hal  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal

09 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H., yang
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dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pamboang,  Kabupaten

Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/IV/2015, tanggal

14 Juli 2021; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua  Tergugat  di  Pulau  Lombok selama 4  tahun,  kemudian

tinggal  bersama di  rumah orang tua Penggugat  di  Dusun Galung,  Desa

Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 1 tahun dan

terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; 

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, , umur 1

tahun 11 bulan; Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat

sedang dalam pemeliharaan Penggugat; 

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan

atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2019

yang  disebabkan  karena  Tergugat  kurang  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat,  di  mana  Tergugat  menyimpan  sendiri  penghasilannya,

sehingga Penggugat selalu ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat di

Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  dengan

Tergugat terjadi sejak tahun 2020, yang disebabkan karena Tergugat tidak

ingin tinggal bersama dengan Penggugat di  rumah orang tua Penggugat

dengan  dasar  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  meninggalkan  orang  tua

Tergugat,  sehingga  Tergugat  memutuskan  untuk  pergi  meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang; 

6. Bahwa setelah  kejadian  tersebut,  membuat  Penggugat  dengan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2

tahun; 

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan

tidak  ada  upaya  dari  keluarga  Penggugat  maupun  Tergugat  untuk

merukunkan kembali; 

8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
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dengan Tergugat; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Majene cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat,  Hasanuddin bin Tele terhadap

Penggugat, Sabania binti Risman; 

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku; 

Subsider :

-  Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir  di

persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  pernah hadir  atau  menyuruh oranglain

sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun menurut berita acara

panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut,

dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian

dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  di  persidangan

Penggugat  telah  mengajukan  surat  bukti  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor  52/04/IV/2015 tanggal  14  Juli  2021 yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah pada  Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten

Majene, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya

selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi

yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
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1. Saksi  pertama, umur 59 tahun,  agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Banggae Timur, di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tante Penggugat;

 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di  rumah  orangtua  Tergugat  di  Pulau  Lombok  selama  4  tahun,

kemudian  tinggal  bersama  di  rumah  orangtua  Penggugat  di  Dusun

Galung,  Desa  Betteng,  Kecamatan  Pamboang,  KabupatenMajene

selama 1 tahun;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, , umur 1

tahun 11 bulan;

 Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan  baik  dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga mereka

tidak harmonis lagi;

 Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya;

 Bahwa Tergugat pergi setelah bertengkar mulut dengan Penggugat;

 Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat;

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dengan Tergugat bertengkar;

 Bahwa saksi mengetahui karena atas cerita dari Penggugat;

 Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selalu menyimpan

sendiri penghasilannya 

 Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak ingin

tinggal  bersama  dengan  Penggugat  di  rumah  orang  tua  Penggugat

dengan  dasar  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  meninggalkan  orang  tua

Tergugat,  sehingga Tergugat  memutuskan  untuk  pergi  meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang

lebih 3 tahun; 

 Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

tidak diketahui sekarang keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

 Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ;

 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

2. Saksi  kedua:,  umur  63  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah ayah tiri Penggugat;

 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di  rumah  orangtua  Tergugat  di  Pulau  Lombok  selama  4  tahun,

kemudian  tinggal  bersama  di  rumah  orangtua  Penggugat  di  Dusun

Galung,  Desa  Betteng,  Kecamatan  Pamboang,  KabupatenMajene

selama 1 tahun;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, , umur 1

tahun 11 bulan;

 Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan  baik  dan  rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga  mereka

tidak harmonis lagi;

 Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya;

 Bahwa Tergugat pergi setelah bertengkar mulut dengan Penggugat;
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 Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat;

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dengan Tergugat bertengkar;

 Bahwa saksi mengetahui karena atas cerita dari Penggugat;

 Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selalu menyimpan

sendiri penghasilannya 

 Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak ingin

tinggal  bersama  dengan  Penggugat  di  rumah  orang  tua  Penggugat

dengan  dasar  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  meninggalkan  orang  tua

Tergugat,  sehingga  Tergugat  memutuskan  untuk  pergi  meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang

lebih 3 tahun; 

 Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

tidak diketahui sekarang keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

 Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ;

 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

dan menerimanya.

Bahwa di  depan sidang Penggugat  menyatakan tidak akan mengajukan

bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan

Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di muka.

Menimbang,  bahwa oleh  karena ternyata  Tergugat  tidak  pernah hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada

orang  lain  menghadap  sebagai  wakil/  kuasanya,  maka  kewajiban  untuk

menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun

2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berupaya

menasehati  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat  dan  agar  Penggugat  rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan

Tergugat  namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  maka  dimulailah  pemeriksaan

perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut

di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian

yang  didalilkan  oleh  Penggugat,  maka  terlebih  dahulu  Penggugat  harus

membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat

dibuktikan dengan akta otentik,  yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan

bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang,  bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1)

Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat

harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang

untuk  membuat  Akta  Nikah  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama,  maka  oleh

karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P

tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai  akta  otentik,  sehingga  dapat

dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan

telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 148/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P tersebut,  telah  terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat

perkawinan yang sah sejak tanggal 09 April 2015 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terbukti

sebagai  suami-isteri  sah,  maka  selanjutnya  alasan-alasan  perceraian  yang

didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada

alasan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terus  menerus  terjadi

pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan

yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai

dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang

berdasar  hukum dan oleh karena Tergugat  ternyata tidak hadir  di  persidangan

tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan

verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat,

namun oleh  karena perkara  ini  adalah perkara  perceraian  yang sangat  rawan

terjadi  penyelundupan  hukum  dengan  motif  sengaja  tidak  hadir  untuk

memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian

dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat

tetap dibebani pembuktian.

Menimbang,  bahwa oleh karena ternyata dalil  gugatan Penggugat  untuk

bercerai  dengan Tergugat  disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana

maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta hukum yang harus ditemukan

dalam perkara  ini  adalah “apakah benar  Penggugat  dan Tergugat  telah terjadi

perpisahan tempat tinggal secara berturut-turut”.
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat

telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara

di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat,

tidak ada seorang pun melihat  langsung peristiwa pertengkaran itu,  melainkan

hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (testimonium de auditu),

maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  sudah  menjadi  pengetahuan  umum  (notoir  feiten)

bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung bahwa

perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri yang dilakukan secara terus dan

berturut-turut tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan

istri maka hal ini termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  selanjutnya  Majelis  Hakim

menganggap  hal  ini  menjadi  tidak  ideal  lagi  dalam  menjalani  rumah  tangga,

sehingga unsur  perpisahan tempat tinggal  yang telah terjadi  antara Penggugat

dan Tergugat selama 2 tahun termasuk dalam unsure Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa oleh karena kedua orang saksi  menyaksikan sendiri

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Cerai Gugat

maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat

telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  2  tahun  sampai  dengan

sekarang.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  kedua  orang  saksi  yang

menerangkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  diusahakan  untuk

dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya

upaya  Majelis  Hakim  untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  maka

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak

ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  fakta  bahwa  “antara

Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal secara berturut-turut
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dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam perkara  ini  Tergugat  tidak  hadir

tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

berdasarkan Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg,  gugatan  Penggugat  dikabulkan dengan

verstek.

Menimbang,  bahwa karena  gugatan perceraian  ini  dikabulkan,  sehingga

dalam perkara ini  talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  in  casu Pengadilan

Agama Majene,  maka sesuai  ketentuan Pasal  119 huruf  (c)  Kompilasi  Hukum

Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba’in shughra.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  petitum  pokok  gugatan

Penggugat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughraa  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  dalam  bidang  perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Udang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi,

bertepatan tanggal  17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami,  Anisa Pratiwi, S.H.I.
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selaku Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Dian  Eko  Nugroho  Ibrahim,  S.H. selaku  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri

Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran: Rp30.000,00

-  Proses: Rp50.000,00

-  Panggilan: Rp300.000,00

-  PNBP: Rp20.000,00

-  Redaksi: Rp10.000,00

-  Meterai: Rp10.000,00

J u m l a h: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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